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Abstrak. Program tata ulang fisik di kawasan kumuh secara masif telah dilakukan oleh Pemerintah, tetapi belum banyak
menyertakan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal peningkatan ekonomi masyarakat ini
penting untuk dapat menjamin keberhasilan tata ulang fisik. Sementara itu, tanpa inisiatif kegiatan tersebut, masyarakat
melakukan pemberdayaan secara mandiri dengan prinsip mempertahankan pendapatan. Hal ini penting untuk
diidentifikasi, dan akan menjadikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penerapan program
selanjutnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya terkait
pendapatan masyarakat dalam kerangka kolaborasi triple helix di kawasan kumuh Mojo di kota Surakarta. Metodologi
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap
pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Sebagai hasilnya, dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat
secara mandiri, pengaruh modal sosial khususnya peran beberapa intermediator independen yang dikelola oleh
masyarakat, sangat dominan mempengaruhi kebertahanan dalam tingkat pendapatan masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat; Kawasan Kumuh; Modal Sosial; Intermediator

[Title: THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT IN MOJO SLUM AREA]. The physical
rearrangement program in slums has been carried out massively by the Government, but it has not included many
programs for community economic empowerment activities. In fact, improving the community's economy is important
to be able to ensure the success of physical reorganization. Meanwhile, without the initiative of these activities, the
community empowers independently with the principle of maintaining income. This independent empowerment is
important to identify, and will be an input for the government in determining the policy for the implementation of the
next program. This study aims to analyze the pattern of community economic empowerment, especially related to
community income in the framework of triple helix collaboration in the Mojo slum area in the city of Surakarta. The
methodology used is qualitative descriptive with data collection through document studies and interviews with
stakeholders and local communities. As a result, in terms of independent economic empowerment of the community,
the influence of social capital, especially the role of several independent intermediaries managed by the community, is
very dominant in influencing the survival of the community in the income level of the community.
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1. PENDAHULUAN dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana

yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan Kawasan Permukiman). Di negara berkembang

bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi seperti di Indonesia, masih banyak terdapat



kawasan kumuh. Jumlah rumah tangga kumuh di
Indonesia masih cukup besar, mencapai 13,86%
(BPS, 2019), dan hal ini sudah mengkhawatirkan
karena sudah mencapai luasan 59,000 hektar
(Muta'ali & Nugroho, 2016).

Sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telah
berusaha maksimal dalam menata ulang beberapa
kawasan kumuh tersebut dengan melakukan
perbaikan fisik dan lingkungan secara bertahap (The
World Bank, 2016). Akan tetapi belum banyak
menyertakan pemberdayaan untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat. Menurut Arisandi, Muthalib,
Gamsir, Saenong, and Balaka (2023), vyang
melakukan review tentang pemberdayaan ekonomi
kawasan kumuh di Kota Kendari, menjelaskan
bahwa program pemerintah tersebut sudah cukup
baik, tetapi kemiskinan dalam lingkungan kumuh
masih tetap ada dan bahkan cenderung meluas ke
wilayah lainnya (Arisandi et al., 2023). Demikian
pula Bagdja and Nohong (2023), yang meneliti
tentang kawasan kumuh di Kota Tangerang yang
cenderung meluas, disebabkan oleh daya saing
masyarakat yang masih  minim  sehingga
menyebabkan kemiskinan yang meluas.

Sementara itu, Zubaidah, Rusli, Djaja Saefullah, and
Widianingsih (2023), menjelaskan bahwa intervensi
kawasan  kumuh, seharusnya  mengadopsi
pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demikian
pula Rigon (2022), yang melakukan penelitian tata
ulang kawasan kumuh di Nairobi Kenya,
menjelaskan bahwa interaksi sosial sangat penting
untuk diakomodir. Di jelaskan oleh Andriana and
Manaf (2017), bahwa kemiskinan sangat terkait
hubungannya dengan kawasan kumuh, sehingga
perbaikan ekonomi masyarakat dalam rangka
pengentasan kemiskinan ini sangat perlu untuk
diperhatikan. Kemudian, Hindun, Soejoto, and
Hariyati (2019), menjelaskan bahwa kemiskinan
sangat erat hubungannya dengan pendapatan.

Dikatakan oleh Fadli (2015), dalam penelitiannya
pasca bencana tsunami di Aceh, bahwa dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat, peran
modal sosial sangat penting. Hal ini disebabkan
kepercayaan antar masyarakat sangat besar,

sehingga dalam bekerja maupun berusaha, sangat
mempengaruhi pendapatan masing-masing (Fadli,
2015). Demikian pula Wuysang (2014), dalam
penelitiannya tentang peningkatan pendapatan
masyarakat yang dipengaruhi oleh kuatnya
kelompok tani sebagai aset modal sosial di suatu
kecamatan di provinsi Sulawesi Utara. Kemudian
menurut Wu, Liu, Xu, and Sun (2023), di China pada
tahun 2011- 2015, nama keluarga besar juga
menjadi aset dalam modal sosial, dan hal ini sangat
mempengaruhi pengembangan usaha karena
sangat erat terkait dengan akses modal dan pasar.

Sementara itu, menurut Suryanggono (2013),
modal sosial sangat erat hubungannya dengan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan
ekonomi yang diindikasikan dengan kebertahanan
hidup masyarakat, sangat dipengaruhi oleh modal
sosial yaitu; hubungan/interaksi sosial, solidaritas
sosial, kepercayaan, tradisi, dan nilai/norma sosial
(Juniarsih, 2018).

Damayanti, Yanti, and Hapsari (2022), dalam
penelitiannya di kawasan kumuh di kota
Palembang, mengatakan bahwa modal sosial
berupa gotong royong, norma, jaringan,
kepercayaan, imbal balik, serta tindakan proaktif
yang dimiliki masyarakat bisa membantu
masyarakat dalam mengatasi kendala dalam
kegiatan revitalisasi kawasan permukiman kumuh.
Kemudian, Satrio and Sukmawati (2021), yang
melakukan penelitian di kawasan kumuh di Salatiga,
menyimpulkan bahwa ikatan sosial yang erat, dan
nilai keguyuban di masyarakat sangat berpengaruh
bagi kebertahanan masyarakat di permukiman
kumuh.

Demikian pula Ardhiawan, Handayani, and
Musyawaroh  (2025), menambahkan bahwa
pengembangan usaha rumah tangga di kawasan
kumuh Mojo, sangat dipengaruhi oleh faktor sosial
ekonominya. Ditambahkan oleh Handoyo (2013),
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dalam penelitiannya tentang kesejahteraan
pedagang kaki lima, menyimpulkan bahwa modal

sosial yaitu trust dan networking sangat
berkontribusi dalam meningkatkan kebutuhan
minimal dan menjamin kelangsungan hidup

pedagang. Dalam kaitannya dengan kawasan
kumuh, pengaruh modal sosial dan peningkatan
pendapatan setelah dilakukan tata ulang fisik,
sampai dengan saat ini belum banyak terdapat
penelitian yang signifikan. Hal ini sangat urgen
untuk diketahui, disebabkan penguatan modal
sosial setidaknya akan menjadi pertimbangan untuk
dapat di prioritaskan khususnya dalam program
peningkatan pendapatan masyarakat agar dapat
menopang program tata ulang fisik.

Kawasan kumuh Mojo di Kota Surakarta Provinsi
Jawa Tengah, juga termasuk kawasan yang telah
dilakukan tata ulang fisik dan lingkungan, dan

berdasarkan pengamatan beberapa peneliti
misalnya Fakhri, Astuti, and Andini (2023),
dampaknya terhadap pendapatan masyarakat

merupakan salah satu dampak signifikan. Akan
tetapi belum ada evaluasi terhadap pendapatan
masyarakat, terlebih lagi yang terkait dengan peran
modal sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah,

menganalisis peran  modal sosial dalam
pemberdayaan  ekonomi  masyarakat yang
dilakukan secara mandiri, khususnya terkait

pendapatan masyarakat dalam kerangka kolaborasi
triple helix di kawasan kumuh Mojo di kota
Surakarta. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat

bagi pemangku kepentingan dalam menerapkan
program  pemberdayaan tersebut. Adapun
metodologi yang digunakan adalah Deskriptif
kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi
dokumen dan wawancara terhadap pemangku
kepentingan dan masyarakat setempat.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Tinjauan Teori

Pada umumnya dalam pemberdayaan ekonomi
masyarakat dalam suatu kawasan, pelaksanaannya
menggunakan pola kolaborasi triple helix ABG
(Academician—Businesses—Government). Menurut
Byers, Dorf, and Nelson (2001) dan Troot (2016),
pola model triple helix ABG dan beberapa faktor
yang mendukungnya, dapat di interpretasikan
seperti terlihat pada Gambar 1. Dalam Gambar 1
dapat dijelaskan bahwa adanya pengaruh eksternal
seperti perubahan aspek sosial dan demografi,
pemanfaatan teknologi, serta politik dan regulasi,
dapat dipandang sebagai indikasi dapat
dilaksanakannya penerapan triple helix ABG di
suatu kawasan. Teori Triple Helix ABG adalah suatu
pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama
dari tiga aktor pemangku kepentingan vyaitu
akademisi (A), pelaku bisnis (B), dan pemerintah (G)
untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan
di suatu kawasan (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000;
Kholis, Nasirwan, Lubis, & Anggriyani, 2021).
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Gambar 1. Pola Kolaborasi ABG dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
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Sementara itu, Witjaksono (2014), sebagai praktisi
dalam pengembangan usaha di Jawa Timur,
menjelaskan bahwa modal sosial dapat dikatakan
sebagai perekat dalam kolaborasi triple helix. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh sosial masyarakat,
sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi,
sehingga sangat perlu untuk diketahui lebih dahulu
tentang peran sosial masyarakat di suatu kawasan
dalam menghadapi kehidupan berkelanjutannya.
Ditambahkan bahwa modal sosial adalah satu dari
lima jenis modal yang diidentifikasi dalam konteks
fokus kehidupan berkelanjutan, yang juga
mencakup modal finansial, modal manusia, modal
alam, dan modal fisik.

Sementara itu, di lingkungan kawasan kumuh, pada
umumnya keterbatasan masyarakat sangat besar
dalam aspek fisik, lingkungan, pendidikan, dan
wawasan bisnis, sehingga masih sangat perlu untuk
diidentifikasi terlebih dahulu tentang fokus
kehidupan berkelanjutannya. Beberapa penelitian,
seperti yang dilakukan oleh Soma, Sukhwani, and
Shaw (2022), dan Fachlevi, Fauziyah, and Sunyigono
(2022), menggunakan model pentagonal assets
untuk dapat mengetahui fokus kehidupan
berkelanjutan masyarakat di suatu kawasan.
Demikian pula Setyaningrum and Nugroho (2022),
yang juga menggunakan model pentagonal assets
untuk mengetahui modal fisik, manusia dan alam
dari komunitas pengolah ikan di Bantul Jawa
Tengah.

Dikatakan juga oleh Muhammad, Islamy, and
Sukoharsono (2014), bahwa dalam pentagonal
assets tersebut, khususnya faktor penguatan modal
sosial yaitu peran lembaga independen sebagai
intermediator, juga sangat penting dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya
dalam penanggulangan kemiskinan dan
kesejahteraan. Hal ini diperkuat dengan penelitian
oleh Fadhila and Astutik (2023), bahwa peran
lembaga independen sebagai aset dalam modal
sosial, sangat penting untuk peningkatan ekonomi
masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan
ekonomi masyarakat akan tercapai bila dipahami

kehidupan berkelanjutannya dan ditambah dengan
adanya penguatan dan dukungan dari pihak terkait.

Dalam penelitian ini, metodologi yang diterapkan,
lebih dahulu menganalisis indeks fokus kehidupan
berkelanjutan dengan menggunakan pentagonal
aset, lalu menganalisis tingkat pendapatan
masyarakat berdasarkan hasil wawancara, setelah
itu memetakan peran modal sosial terhadap
pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam
kerangka kolaborasi triple helix.

2.2. Kawasan Mojo

Kelurahan Mojo merupakan salah satu kelurahan di
Kota Surakarta yang terletak di kawasan dataran
rendah. Wilayah ini merupakan hasil pemekaran
dari Kelurahan Semanggi dengan luas sekitar 75,4
ha (Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemekaran
Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro).
Kelurahan Mojo termasuk dalam wilayah prioritas
penataan permukiman kumuh di Kota Surakarta.
Sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Surakarta telah
melaksanakan penataan skala kawasan melalui
program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), vyang
kemudian dilanjutkan dengan proses penataan
permukiman sejak tahun 2020. Delineasi wilayah
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Deliniasi Kawasan Mojo

Berdasarkan data BPS (2019), Kelurahan Mojo
termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasar Kliwon
dengan jumlah penduduk sebanyak 13.917 jiwa dan
laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,12% per
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tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak
4.220 penduduk tidak bersekolah, 2.601
berpendidikan SD, 2.580 SLTP, 3.671 SLTA, dan 865
setingkat S1 (BPS, 2019). Sebagian besar penduduk
bermata pencaharian sebagai buruh serabutan atau
tidak bekerja, sementara hanya sebagian kecil yang
berprofesi sebagai pengusaha. Dalam kegiatan
perekonomian masyarakat, terdapat berbagai jenis
usaha seperti kerajinan batik, pembuatan blangkon,
jahit-menjahit, serta usaha kuliner seperti kopi,
warung makan, jajanan anak, penjualan gas, dan
sayuran. Selain itu, terdapat pula usaha jasa seperti
bengkel las dan warung kelontong (Salinan
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 640.05/48.3
Tahun 2021). Lebih lanjut, wilayah ini memiliki
sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, antara
lain seni tari dan pertunjukan tradisional, musik
tradisional, wisata budaya, serta budidaya vertical
garden dan verti mina ponic.

Pemilihan Kawasan Mojo sebagai lokasi penelitian
didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis
dan empiris berikut:

a. Kawasan permukiman padat dan kumuh
kawasan ini termasuk dalam prioritas
penanganan permukiman kumuh karena kondisi
infrastruktur dasar, keterbatasan ruang, serta
rendahnya kualitas hunian (Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020).

b. Kerentanan sosial-ekonomi  masyarakat
Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor
informal dengan pendapatan tidak tetap.
Kondisi ini sesuai dengan indikator kemiskinan
perkotaan yang membutuhkan pendekatan
pemberdayaan berbasis pentagonal assets
untuk  memahami  keberlanjutan  hidup
masyarakat (Soma et al., 2022).

c. Potensi penerapan model pemberdayaan
Dengan adanya intervensi dari pemerintah
melalui program penataan kawasan kumuh
(KOTAKU), serta dukungan LSM dan kelompok
masyarakat lokal, kawasan ini memiliki potensi
sebagai pilot project dalam implementasi pola
triple helix dengan dukungan lembaga
intermediator. Hal ini relevan dengan gagasan
Yunus (2017), bahwa peran kelompok lokal
sangat penting sebagai penghubung antara
masyarakat dan stakeholder.

d. Relevansi dengan tujuan penelitian:
Karakteristik kawasan yang komplek, mulai dari

keterbatasan infrastruktur, rendahnya aset
sosial-ekonomi, hingga kebutuhan
pemberdayaan yang berkelanjutan

menjadikannya sangat sesuai untuk menguji dan
menyempurnakan pola pemberdayaan ekonomi
masyarakat berbasis triple helix dan pentagonal
assets.

Dengan demikian, pemilihan kawasan Mojo bukan
hanya karena faktor kerentanan sosial-ekonomi,
tetapi juga karena potensi kolaborasi multi-pihak.
Observasi dilakukan dalam dua tahap, pertama
adalah diskusi terbatas (FGD) dengan pemerintah
daerah setempat (Lurah, Ketua RW) dan lembaga
swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat
kawasan Mojo. Kegiatan ini dilakukan dua kali pada
tahun 2023, dan tujuannya adalah mengetahui
peran masing-masing institusi dan jenis kegiatan
yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Tahap kedua adalah
wawancara langsung kepada masyarakat RWO01 (22
KK) dengan menyebarkan kuesioner, tujuannya
adalah mengetahui kegiatan dan partisipasi serta
pendapatan masyarakat setelah adanya program
tata ulang fisik dan lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan diskusi terbatas, didapatkan hasil
bahwa di Kelurahan Mojo, terdapat beberapa
lembaga swadaya masyarakat (LSM-NGO) yang
berfungsi sebagai intermediator untuk membangun
kebersamaan warga, hal ini dibuktikan dengan
adanya kegiatan masyarakat yang dilakukan secara
teratur, seperti pengajian, kerja bakti / gotong
royong satu bulan sekali, dan penyelenggaraan
musyawarah warga. Ditambah lagi, juga terdapat
komunitas wadah kelompok penghuni di area
tanggul sungai Bengawan Solo atau disebut Mepet
Tanggul (METAL). Kelompok ini merupakan
kelompok warga non formal yang tangguh, sanggup
hidup dan melangsungkan kehidupannya ditengah
segala keterbatasan. Disamping itu, terdapat
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) vyang secara formal berfungsi sebagai
fasilitator untuk memberikan hibah pendanaan
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kegiatan  pemberdayaan  masyarakat, yang
alokasinya bersumber dari anggaran Pemerintah
Kota Surakarta.

Dalam kegiatan penataan ulang di kelurahan Mojo
melalui program KOTAKU, juga terdapat strategi
mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan
ekonomi masyarakat di level kelurahan, berbentuk
pengembangan kelembagaan dan kegiatan usaha
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan akses
pembiayaan. Akan tetapi, program ini belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan, disebabkan
keterbatasan anggaran dan masih menitik beratkan
pada tata ulang fisik kawasan.

Assets Livelihood Asset Parameters Ass‘e.t Score
Condition
Tingkat Pendidikan 12 thn 29.73% 3

Human Assets

Keterampilan Khusus 40.82% 41

Average 36

Natural Assets |Kepemilihan Lahan Hijau 61.22% 6,1

Average 6,1

. i Pendapatan UMK Per Bulan 42.43% 4,2
Financial Assets

Pernah Dapat Bantuan Dana 36.73% 3,7

Average 4.4

Mengikuti NGO 85.71% 8,6

Social Assets |Informasi Antar Masyarakat 85% 85

Konflik Sosial Tidak Ada 93.88% 94

Average 88

Kepemilikan Tempat Tinggal 100% 10

Kondisi Fisik Permanen 100% 10

Physical Assets |Luas Area Standar 14.29% 14

Akses Air Bersih 100% 10

Akses Sanitasi 100% 10

Average 8,28

3.1. Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat

Dari data sekunder dan hasil observasi setelah tata
ulang fisik, didapatkan bentuk radar pentagonal
aset seperti terlihat pada Gambar 3 Pentagonal
Assets di Kawasan Mojo. Dari gambar ini dapat
dijelaskan bahwa indeks modal sosial 8.8 dan modal
fisik 8.6 adalah paling besar dibandingkan dengan
indeks modal lainnya, sehingga dapat dikatakan
bahwa sebagian besar masyarakat memilih
komunikasi sosial dan fisik untuk kehidupan
keberlanjutannya. Indeks modal manusia dan
modal finansial yang rendah lebih banyak
disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah,
sehingga masyarakat lebih banyak mengandalkan
komunikasi sosial.

Human
Assets
10

Physical 4 Natural
Assets Assets

Social Financial
Assets Assets

Gambar 3. Pentagonal Assets di Kawasan Mojo

3.2. Pendapatan Masyarakat

Dari hasil survey kuesioner dan wawancara dengan
pemangku kepentingan terkait dan 22 responden di
Rukun Warga 1 Mojo, didapatkan bahwa eksisting
pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah
penataan kawasan, seperti terlihat pada Gambar 4
Pendapatan Komunitas. Dalam gambar ini dapat
dijelaskan bahwa pada Gambar 4a merupakan
pendapatan masyarakat sebagai buruh dan pekerja
serabutan yang secara garis besar dibawah 5 juta,

sedangkan pada Gambar 4b adalah pendapatan
masyarakat sebagai wirausaha yang diantaranya
berbentuk kerajinan, kuliner yang dapat mencapai
lebih dari 5 juta. Dapat dikatakan bahwa sebelum
dan sesudah perbaikan kawasan, penghasilan
masyarakat tetap stabil dan ada kecenderungan
meningkat walaupun melalui masa sulit di era
pandemi covid 19 pada tahun 2019-2021. Dari
gambar ini dapat dijelaskan juga bahwa pendapatan
sebagai pengusaha lebih besar dibandingkan
dengan sebagai pekerja/buruh.
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Gambar 4. Pendapat Masyarakat

3.3. Peran Intermediator sebagai Elemen Modal
Sosial

Dari hasil wawancara dan diskusi terbatas,
khususnya dalam peningkatan pendapatan
masyarakat, terdapat dukungan beberapa lembaga
swadaya masyarakat (LSM-NGO) yang sangat
berperan sebagai intermediator, diantaranya yaitu
kelompok swadaya masyarakat (KSM), kelompok
sadar wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, dan

setempat (Bank Jateng). Kemudian, setelah
dilakukan pembobotan dengan skala likert 1-5,
maka seperti terlihat pada Gambar 5, yang
merupakan skala masing-masing institusi
pendukung sebagai intermediator NGO adalah 4-5
dalam hal motivasi dan komunikasi, dan LPMK dan
perbankan setempat dengan skala 5 dalam hal
pendanaan. Dapat dikatakan bahwa NGO berperan
sebagai motivator dan komunikator, dan LPMK
serta perbankan berperan sebagai pendukung

institusi formal Lembaga Pemberdayaan pendanaannya.
Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta perbankan
6
5
4
3
2
1
0
aD c c a0 c c ad c c "] [ = c -] c c
£ 8 8 £ g & £ 8 & £ 58 &g £|8 =8
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Gambar 5. Indeks Dukungan Lembaga Independen

Adapun NGO ini sangat aktif dalam mengajak
masyarakat untuk selalu komunikatif dan
menggagas ide tentang pengembangan kawasan
yang berdampak kenaikan pendapatan masyarakat.
NGO ini dikelola oleh para tokoh panutan

masyarakat setempat, vyang ditunjuk oleh
masyarakat dalam suatu pemilihan. Masyarakat
lebih percaya dan banyak mengandalkan peran dari
NGO disebabkan oleh pengaruh dan perannya serta
rekam jejak dalam mendapatkan hak kepemilikan
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atas tanah dalam program tata ulang fisik
sebelumnya. Khususnya Pokdarwis, sampai dengan
saat ini masih aktif menggagas ide untuk
menjadikan kawasan Mojo sebagai kawasan
pariwisata dengan berbasis budaya lokal, yang
sudah tentu diharapkan dampaknya adalah
peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini,
masyarakat sudah melakukan promosi dan
pengenalan melalui media sosial diantaranya you
tube.

LPMK sebagai institusi formal perpanjangan
pemerintah kota, sampai dengan saat ini juga sudah
memberikan pendanaan hibah kepada masyarakat
yang terkait dengan peningkatan usaha, akan tetapi
jumlah dan kapasitasnya masih sedikit. Kemudian

terdapat juga perbankan lokal (Bank Jateng) yang
sudah memberikan pendanaan dalam bentuk
pinjaman usaha mikro kecil, tetapi masih dalam
jumlah nasabah terbatas.

3.4. Pola Penerapan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat

Dalam diskusi terbatas terhadap stakeholder terkait
dan wawancara terhadap masyarakat terdampak,
didapatkan bahwa pola pemberdayaan ekonomi
masyarakat dalam kerangka triple helix ABG, seperti
terlihat pada Gambar 6 Pola Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat di Kawasan Mojo, dan dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Govemment (Surakarta City Gov.)
BPPKAD, Dinkop UMKM, Disdag, Dinsos, " -

_»~" Dinas Kebudayaan, Lurah

Hibah

B usinesses (Practition) : Financial
Bank Jateng, PAU Pedaringan,
BPD Jateng, PT Propan, PT

SMF, PT SMI

(LPMEK Mojo)

Keterangan :
ey Aktif (kuliner, kerajinan, dll.)
———>> Potensi Aktif

Intermediary

.. Academician (Reseracher)
"> SCCN, KOTAKITA, UNS, ARKOM

Pemberdayaan

Communities
Masyarakat

Intermediary
NGO (KSM,
Pokdarwis, etc)

- ——

Gambar 6. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Mojo

a) Government adalah Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Surakarta
diantaranya adalah Dinas UMKM, Dinas
Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan.
Sedangkan Business terdiri diantaranya Bank
Jateng dan perusahaan swasta setempat (PT.
SMF dll), sedangkan Academician terdiri dari
peneliti dari universitas setempat dan konsultan
swasta. Intermediator pendanaan adalah LPMK,
sedangkan intermediator ide gagasan adalah
NGO.

b) Dalam hal pendanaan hibah dari Pemerintah
Kota Surakarta, seperti terlihat dengan garis

panah biru, skemanya telah disalurkan melalui
LPMK sebagai institusi formal, yang kemudian
disalurkan ke NGO sebagai pengusul proposal
kegiatan masyarakat. Hal ini sudah berlangsung
sejak lama, dan beberapa kegiatan yang sudah
terlaksana adalah : bazar, bursa kerja, pelatihan,
dil.

c) Terdapat beberapa masyarakat yang langsung
mendapatkan dana pinjaman dari perbankan
setempat untuk pengembangan usahanya,
tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Dalam
hal pendanaan ini, lembaga keuangan (Bank
Jateng) setempat, belum menyusun program
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d)

pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan
tetapi terlihat dengan garis panah merah,
bersedia  untuk  mendiskusikannya  dan
menyusun strategi dan prioritasnya dalam
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR),
atau pinjaman non kolateral melalui koordinasi
dengan LPMK dan NGO.

Walaupun beberapa program hibah dari hasil
fasilitasi LPMK yaitu pendanaan atas ide kreatif
dari NGO dan masyarakat sudah berlangsung,
tetapi masih terdapat kendala dalam menyusun
pertanggungjawaban  keuangan. Sehingga,
seperti terlihat dengan garis panah merah,
diperlukan pendampingan teknis penyusunan
khususnya oleh akademisi. Hal ini dimungkinkan
dengan memperhatikan adanya kesediaan
akademisi, dan juga adanya beberapa prospek
potensial dalam bidang sosial, budaya, dan
ekonomi lokal yang sudah tumbuh dan
berkembang tetapi masih sebatas gagasan.

3.5. Pembahasan

a.

Kekuatan Model Triple Helix (TH): Model Triple
Helix (TH) banyak mendapatkan apresiasi karena
menekankan co-creation pengetahuan dan
inovasi melalui interaksi dinamis antara
universitas — industri - pemerintah. Pendekatan
ini menjelaskan bagaimana jejaring aktor dan
institusi mendorong inovasi, baik di negara maju
maupun negara berkembang. Namun, sebagian
besar studi TH masih berfokus pada kebijakan
dan ekosistem inovasi pada skala kota atau
negara. Dalam konteks komunitas rentan,
seperti kawasan kumuh, kajian masih terbatas
sehingga isu kesetaraan dan inklusi sering
terabaikan. Selain itu, peran lembaga
intermediator (misalnya NGO atau LPMK)
sebagai penghubung (bridging/linking) sering
kali tidak terkuantifikasi, meskipun peran
mereka krusial dalam memediasi akses terhadap
program, informasi, dan pembiayaan (Etzkowitz
&  Leydesdorff, 2000). Penelitian ini
berkontribusi dengan mengimplementasikan
kerangka TH pada tingkat kelurahan serta
mengeksplorasi peran intermediator komunitas
dalam menjembatani kesenjangan koordinasi
antara aktor akademisi, dunia usaha, dan

. Pola Modal

pemerintah. Topik ini relatif masih jarang
dibahas secara mendalam dalam literatur
mengenai TH.

. Pentagonal Assets dan Penghidupan: Kerangka

Pentagonal Assets menekankan pentingnya lima
modal (manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam)
dalam memahami kerentanan yang berimplikasi
pada pendapatan rumah tangga. Kerangka ini
terbukti efektif untuk pemetaan cepat sekaligus
memfasilitasi komunikasi lintas pemangku
kepentingan. Integrasi radar aset dengan analisis
modal  sosial memperkaya interpretasi,
khususnya dalam mengidentifikasi apakah
ikatan sosial yang kuat di Mojo disertai dengan
kapasitas bridging dan linking ke institusi formal,
seperti pemerintah atau perbankan (misalnya
LPMK atau Bank Jateng), yang relevan dalam
meningkatkan akses pendanaan (Damayanti et
al., 2022).

. Evaluasi Program KOTAKU: Berbagai evaluasi

dan dokumen resmi menunjukkan bahwa
program KOTAKU efektif dalam meningkatkan
akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar
di lokasi sasaran melalui desain yang
berorientasi pada community-driven
development (CDD). Hal ini tercermin pada
tingginya indeks modal fisik di banyak kawasan
pasca-penataan (The World Bank, 2016).
Namun, implementasi di lapangan sering lebih
menitikberatkan pada pembangunan
infrastruktur, sementara aspek penghidupan
dan pembiayaan usaha cenderung diperlakukan
sebagai isu sekunder. Akibatnya, dampak
langsung terhadap pendapatan rumah tangga
relatif lemah dan sulit diukur. Studi kasus lebih
lanjut mengindikasikan bahwa capaian program
dipengaruhi oleh kekuatan jejaring aktor dan
kapasitas institusional di daerah. Ketika
koordinasi lemah, dampak terhadap
kesejahteraan masyarakat berkurang (Zuhdi,
Rusli, Buchari, Sugandi, & Suryana, 2024).

Fisik dan Implikasi: Temuan
penelitian ini menunjukkan modal fisik dan sosial
relatif tinggi, sedangkan modal finansial dan
manusia cenderung rendah. Pola tersebut
konsisten dengan tren umum “fisik dahulu,
nafkah kemudian” dalam program penataan
kawasan. Nilai tambah penelitian ini terletak
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pada pengujian apakah keberadaan
intermediator lokal mampu menjembatani
pencapaian program fisik menuju peningkatan
akses pada modal finansial maupun manusia,
yang pada akhirnya dapat terukur dalam
perubahan pendapatan masyarakat (Hernberg &
Hyysalo, 2024; Li, Huang, Liu, Shrestha, & Fu,
2022).

4. KESIMPULAN

Di kawasan kumuh Mojo, setelah terlaksananya
program tata ulang fisik dan lingkungan, dilakukan
observasi dan wawancara terhadap pemangku
kepentingan terkait, dan khususnya terhadap peran
modal sosial dalam pemberdayaan ekonomi
masyarakat, dan hasilnya dapat disimpulkan
sebagai berikut:

Adanya perubahan dalam fokus kehidupan
berkelanjutan, yaitu indeks modal fisik yang tinggi
disebabkan oleh program tata ulang fisik dan
lingkungan yang cukup berhasil dan memuaskan
masyarakat, dan indeks modal sosial yang juga
tinggi banyak disebabkan oleh kepercayaan atas
rekam jejak tokoh sebagai intermediator.

A. Walaupun belum banyak terdapat program
khusus  untuk  pemberdayaan  ekonomi
masyarakat, tetapi secara mandiri masyarakat
telah melakukannya dengan memanfaatkan
pendanaan seadanya, sehingga berdampak
pendapatan masyarakat yang cukup stabil. Hal
ini banyak disebabkan oleh peran intermediator
sebagai elemen dalam modal sosial yang kuat,
khususnya dalam memfasilitasi ide gagasan
masyarakat dan memfasilitasi pendanaannya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa modal sosial
menjadi perekat dalam kerangka kolaborasi
triple helix.

B. Pola penerapan pemberdayaan ekonomi
masyarakat yang dipengaruhi oleh modal sosial,
sudah terbentuk secara independen, hal ini

diperkuat dengan peran dan  fungsi
intermediator (NGO dan LPMK) dalam
memfasilitasinya.

Berdasarkan kesimpulan ini, maka peneliti

memberikan saran dalam rangka pemberdayaan

ekonomi masyarakat di kawasan kumuh Mojo

sebagai berikut:

a. Penguatan Peran Intermediator Lokal
Organisasi non-pemerintah (NGO) dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
perlu diformalisasi dalam kerangka triple helix
sebagai jembatan resmi antara masyarakat,
pemerintah, dan sektor bisnis. Pemerintah kota
disarankan untuk merancang skema
pendampingan kelembagaan yang mencakup
pelatihan akuntabilitas, penyusunan proposal,
serta mekanisme pertanggungjawaban
keuangan. Langkah ini penting untuk
meningkatkan kredibilitas dan legitimasi NGO
maupun LPMK.

b. Integrasi Pemberdayaan Ekonomi dengan
Program Tata Ulang Fisik : Program tata ulang
fisik (KOTAKU), tidak seharusnya berhenti pada
aspek infrastruktur semata, tetapi wajib
dilengkapi dengan komponen penghidupan
(livelihood). Pemerintah kota dapat merancang
paket terpadu berupa tata ulang fisik yang
diiringi pelatihan keterampilan, akses kredit
mikro, serta dukungan pemasaran.
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